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BUPATI LAMPUNG UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
pmpwan dan anggota dewanPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,
. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan^menntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan danAdmimstratif Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang HakKeuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat 1. M°m°r 8 TahUn 1956 tentan8 PenetapanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undfng-
“TT* N°mOr 6 TahUn 1956 l^baran NegafaRepubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 57) tentangPembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja DatamUnd^n"^ Daer^ Tlngkat 1 Sumatera Selatan sebagaiTtó^ Ne«ara Republik IndonesiaR^nbi s i a

°r 73’ Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821)- M

Undang-Undang Nomor 17 Tahón 2003 tentang Keuangan

Nomor ^T^b^V^51* lndonesia Tahun 2003Nomor428^ b “ Umbaran Negara RePnblik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan '

Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemenntahan Daerah (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembarandiXh teb '"tT8* Nomor 5587> sebagaimana telahubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang°mor 2015 tentang (Lembaran Negara RepublikNeg^Ren^ 58’ Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679)-EXT?” p^merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarhbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Per*etujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN£^7^™ PIMPtNAN dan anggota dewÊSPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNGUTARA.
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5.

6.

7.

3.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemenntahan oleh pemenntah daerah dan DPRD menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
Pimpman DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan ketua dan para wakil ketua DPRD KabupatenLampung Utara.
Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegangjabatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lampung Utara.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan
mengikuti rapat-rapat dinas.

10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya
sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

11. Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua atau
sekretaris atau anggota Badan Musyawarah atau Komisi-
komisi atau Badan Kehormatan, Badan Propemperda atau
Badan Anggaran atau Alat Kelengkapan lain.

12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan kineija Pimpinan dan
Anggota DPRD.

13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan keija,
jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, untuk
Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa
rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas
jabatan belanja rumah tangga dan untuk Anggota DPRD
dapat disediakan tunjangan kesejahteraan be^-upa rumah
negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.

14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang jasa yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa
pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

1 undangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.

17. Pejabat Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi
tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

18. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah
klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan
kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang
ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan
besaran tunjangan komunikasi insentif dan belanja
penunjang operasional pimpinan pada setiap klaster.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG

JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD



Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a. APBD, meliputi:

1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain,

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan,
meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD.

(2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok
Bupati Lampung Utara.

(3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.

(4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluhlima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
1

Pasal 4

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan danAnggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluargadan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufa angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang
bersangkutan. 6

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen)dari uang representasi yang bersangkutan.



Pasal 7

reses

! ayat
reses

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapanlam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf aangka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badanmusyawarah komisi, badan anggaran, badan pembentukanFerda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2) dan tunjangan alat kelengkapanlam dibenkan dengan ketentuan, untuk jabatan:

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen),’ dan
d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);
dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

(31 kelen8kaPan lain sebagaimana dimaksud
ton JT PVT ayat |2) dlberikan selama alat kelengkapanlain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8
(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksudnn^k PaSal 2,ayat (1) hurufb angka 1 diberikan setiap bulan

DPRD
pen,ngkatan ^nena kepada Pimpinan dan Anggota

(2) Tunjangan 'reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2LDT Mn? 2 dlberikan setiap melaksanakan ikepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjanganreses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat8(2|
ketentuan’ untuk kekJp°k k--p-

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
dari uang representasi ketua DPRD.

(3)lTTgan korn,unUtasi toensif dan tunjanganibenkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
’ avT^VT, daerah sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditentukan berdasarkan hasü perhitungan atasbesaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belaniaET,aparftUr 8ipÜ negara dan dikelom^okk^ da^3( ga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
dbS^T ke,namPuan keuangan daerah sebagaimana

,4) berpedoman pada

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9
(1>S8”88”^j^'eraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri



a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
C. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpman DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
C. belanja rumah tangga.

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.

Pasal 10
(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan

kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui statuskesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yangdibenkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan.
(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dandilakukan di dalam negen serta tidak termasuk istri dananak.

Pasal 11
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan
sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiriatas;

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1
(satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
(satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5
, (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu)



pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun.
<2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi,
efektifitas, dan kepatutan.

(3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan
atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Bupati.

Pasal 13
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinasjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufa dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuaistandar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksudd^am Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi AnggotaDPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sertakendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) rumah negara dan perlengkapannya sertakendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat( ) an pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masabakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraandmas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan barkDaerah paling lambat 1 (satu) bulan sejaktanggal berhenti atau berakhimya masa bakti.
(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara danpertengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumahnegara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalamke,pada Pemenntah Daerah paling lambat 1tSti 10118881 atau berakhimya masa

leb^ lanjUt men8enai cara pengembalian
dan P^engkapannya serta kendaraan dinasjabatan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14
dan perlengkapannya serta kendaraan dinasjabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasaldinind^ht^ disewabelikan, digunausahakan,dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

d^ bentuk bangunan rumah negara yangdiubth^ 561338311113113 dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

Pasal 15



(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan
tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji.

(5) Bagi suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai
Pimpinan atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya
diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(6) Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang suami atau istrinya
menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati pada daerah yang
sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

(7) Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

Pasal 16
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan danAnggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 17
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumahnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku
sesuai deng'an ketentuan peraturan perundang-urdangan.

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku
untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan
telepon.

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus



sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi

t
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 18
(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjangpelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumahtangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah,

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalamprogram dan kegiatan sekretariat DPRD.
(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumahtangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Bupati.
(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitasrumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanjarumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (21huruf c. ’

Bagian KetIga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia ataumengakhin masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan danAnggota DPRD, dengan ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sarnpai dengan 1 (satu)tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu)bulan uang representasi;
b. masa bakti sarnpai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang

jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
c. masa bakti sarnpai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang

jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
d. masa bakti sarnpai dengan 4 (empat) tahun, diberikanuang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang

representasi; dan

e. masa bakti sarnpai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang



jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak
6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia,
1 uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada ahli warisnya.
(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20
(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk

mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRDberupa:
a. program, yang terdiri atas:

1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan keija;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dankemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, danwewenang DPRD;

b. dana operasional Pimpinan DPRD;
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alatkelengkapan DPRD;
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun berdasarkan rencana keija yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (J) huruf adiuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 22
(Ij Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksudam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulankepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjangkegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkanpelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

’ sehari-hari.
(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai



dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris
DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan

daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3, rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD;

b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:
1• tinggi. paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD.

(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus

untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana

operasional lainnya.
(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelahpelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahunanggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekeningkas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahunanggaran berkenaan.
(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untukkeperluan pnbadi, kelompok, dan/atau golongan, danpenggunaannya harus memperhatikan asas manfaatefektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 23
(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf cmerupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yangmempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuaidengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangDPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuaidengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi,dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRDdiangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
, DPRD sesuai dengan , kebutuhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).
(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli



5

alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai
dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan

, dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang
bulan.

(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar
atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan
Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1
(satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan
dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi
serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar
keahlian, prinsip efïsiensi dan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

(2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksidiatur dalam Perkada dengan memperhatikan standarkeahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud padaayat ( I) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD

sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengankemampuan keuangan daerah.
(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dananggaran.
(3) Penyediaan sarana meliputi ruang keija pada sekretariatDPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dan tidak termasuk saranamobilitas.
(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhanbelanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yangdiselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRDdengan memperhatikan prinsip efïsiensi,. efektifïtas, dankepatutan.

BAB IV



PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE
, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD .

Pasal 26
(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian

Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang
kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang
diformulasikan ke dalam rencana keija dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke
dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart APBD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementaraoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tetap diberikan hakkeuangan dan administratif berupa uang representasi, uangpaket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminankesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dart30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas PimpinanDPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, pelaksana tugas PimpinanDPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratifyang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yangdigantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupatiyang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan danadministratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkandan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah inipaling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PeraturanDaerah Kabupaten Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013Nomor 5), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan danadministratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten LampungUtara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 30



1 Pasal 30
Peraturan Daerah ini-mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara .

Ditetapkan di Kotaburni
pada tanggal 2- 8 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

Diundangkan di Kotaburni
pada tanggal 2-8-2017

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.LU,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

SAMSIR

HENDRI, SH. MM
PEMBINA

NIP. 19800918 200212 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR..4N0M0R REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARAPROVINSI LAMPUNG NOMOR: 04/491/LU/2017



Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

SAMS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal CL - 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN^MPUNG UTARA,

Ditetapkan Di Kotabumi
pada tanggal 9- - S - 2017
BUPATI LAMPUNG UTARA,

LEMBARAN DAERAH
NOMOR...^

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARAPROVINSI LAMPUNG NOMOR: 04/49l/LU/2017



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telahmenegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah düaksanakanolen DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untukmelaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.bebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRDdiharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperiuangkan
aspirasi rakyat dan daerah. J K

Tolak uKur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas
““gritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota? menunJ^g hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara

serta tidak baik, harmonisserta tidak salmg mendominasi satu sama lain. Peningkatan keria samasecara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelolad“aSdiSatU pihak dan tetap m“jaga stabllltas Pemenn^an
daerah ^“’’T88® a keseimbangan Pengelolaan pemerintahan

dapat membenkan manfaat secara signifikan bagipeningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

daerah Pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan

tentanePhak k ‘ Jang ^engan kesejahteraan yang memadai. Pengaturantentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRDra^^dalra^Ti8^^ dan ‘“Sgung jawab lembaga perwakdanrakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi,ST” kete^wakll^, rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi,
Mtara “proWe<^g^ mengembangkan mekanisme keseimbangan

f ,d Pemenntah Daerah, serta meningkatkan kualitas,kX^teS. °’ jUga UntUk mewuJudl<an keadüan dan

meiïi" mUat^n Peraturan Pemerintah ini juga menata sekretariat fraksi
DPPn

P^yadman sarana, anggaran, dan tenaga ahlx fraksi oleh sekretariatkei2? v hal meningkatkan kualitas kmetja alat
PUla men8enai Pembentukan kelompok pakaratau tim ahh alat kelengkapan DPRD.

H. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2



Ayat(l)
Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas penghasilanhX^”8311 dengan PbkbtJaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalambentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadialam negen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganAyat (2) & '

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

dalam bentUk istri/suami danUtH/S8 kepada Punpman dan Anggota DPRD yang memilikiA™dZundTng^ ^8 ^‘-tuan peraturan
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat(l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatanmengetahui status kesehatan” adalah medical checkAyat (4)

yang bertujuan untuk
up.

Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimilikiPemenntah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dansarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telahditempati, dihum, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya sertakendaraan dmas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dantunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20
Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaranuang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalammengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

J'”8"', ‘5ePresentasi’ anta« lain menyampaikan berbagaiZZr t'*?T1?,an y^ ada di m“yarakat, melaksanakan dany alisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD. '

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan
menduku"g kela“ tugas^ketua

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikutiupacara kenegaraan, up'aeara peringatan hari jadi dae^ pX^
P jabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah

dan ‘“Koh n^syaiakat, ™n^^^
yang sifatnya^nsidental ^y^t/kelompok masyarakat

Ayat (2)
Cukup jelas.1

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukdp jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.



Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
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